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ABSTRACT 
Human trafficking crime is a form of modern slavery with a particular mode. 
Indonesia's rapid growh that is not compensated for domestic employement has caused many 
Indonesian wandering abroad in order to get a more decent job. However, because of the 
limitations of knowledge and vulnerability positions, they are not uncommon victimezed of 
human trafficking crime with material or imateril losses. Based on the problem, it could be 
formulated by a number of the problem: how human trafficking crime with the operandi mode 
of dispatching Indonesian migrant worker abroad by individual and how a criminal law 
applies, how the concept of restitution rights guaranteed as a form of protection against the 
victims of human trafficking crime. The research method used in this study is normative 
juridical studies. The resuls of this research show that illegal Indonesian migrant worker is 
particularly vulnerable to be the victim of human trafficking because its law enforcement is 
not being taken seriously. 
Keywords : human trafficking crime, Indonesian migrant worker,restitution rights 
 
ABSTRAK 
Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern dengan 
modus tertentu. Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak dimbangi dengan 
ketersedian lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia 
yang merantau ke luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. 
Namun, karena faktor keterbatasan pengetahuan dan posisi rentan membuat mereka justru 
dijadikan korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka 
dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana tindak pidana perdagangan 
orang dengan modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh 
perseorangan dan bagaimana penerapan hukum pidananya, bagaimana konsep jaminan 
pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana 
perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan tenaga kerja Indonesia yang ilegal sangat 
rentan menjadi korban perdagangan orang karena penegakan hukumnya yang tidak ditangani 
secara serius.  
Kata Kunci : tindak pidana perdagangan orang, tenaga kerja Indonesia, hak restitusi 
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     Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah yang tidak sesuai dengan ketersediaan 
lapangan pekerjaan, kurangnya akses dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, pendidikan, 
kesehatan, dan hak atas informasi menyebabkan masyarakat mengambil jalan alternatif 
dengan mengadu nasib ke luar negeri yakni dengan menjadi pekerja migran. Namun, bekerja 
di luar negeri tidak senantiasa memberikan jaminan bagi kehidupan para pekerja akan 
menjadi lebih baik dan layak. Pekerja migran justru sangat terindikasi dan rentan terhadap 
tindakan ekploitasi (termasuk eksploitasi seksual), perbudakan domestik, penyiksaan, jeratan 
hutang, serta kerja paksa. Keterbatasan pengetahuan dan informasi mengakibatkan mereka 
mudah terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang. 
     Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi 
terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi 
perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang 
yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum.2 Korban perdagangan orang 
biasanya mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, ditipu, dieksploitasi dan tindakan-
tindakan lain yang mengarah pada sistem perbudakan. Perdagangan orang tidak hanya 
menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia saja tetapi juga menjadi masalah diberbagai 
negara di dunia.  
     Beberapa kasus yang sering terjadi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) banyak 
dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Khususnya tenaga kerja yang bermasalah 
terkait legalitasnya seperti dokumen yang tidak lengkap bahkan tidak sah sesuai dengan 
prosedur yang telah ditentukan. Proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri 
yang dilakukan oleh perorangan menjadi faktor terpenting penyebab akan terjadinya tindak 
pidana perdagangan orang tersebut. Dengan dilakukannya pengiriman atau penempatan oleh 
perseorangan otomatis calon tenaga kerja atau pekerja imigran tersebut bersifat ilegal dan 
melanggar ketentuan yang telah diatur memberikan batasan terkait pelaksana yang boleh 
melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yaitu, badan, perusahaan 
penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran 
Indonesia untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. 
     Kejahatan tindak pidana perdagangan orang tampaknya sudah dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan kemanusiaan atau tergolong sebagai extra ordinary crime dan transnational crime. 
Pasalnya, kejahatan tersebut sudah bersifat meluas dan sistematis yang dari kondisi realitas di
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Indonesia telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam 
sendi-sendi kehidupan. Asumsi ini dapat dikaitkan dengan isi Pasal 9 DUHAM dan subtansi 
Pasal 7 Statuta Roma. Mengacu pada kedua ketentuan hukum Internasional tersebut, dapat 
diketauhi bahwa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan 
melawan kemanusiaan (crime against humanity) atau disebut juga extra ordinary crime dan 
termasuk sebagai transnational crime.3 
     Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk 
mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tindak pidana perdagangan 
orang dengan modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh 
perseorangan? Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perseorangan yang melakukan 
tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke luar 
negeri? Bagaimana konsep jaminan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan 
terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? 
     Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji, menganalisa, dan memahami tindak pidana 
perdagangan orang denganmodus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia oleh 
perseorangan. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa penerapan hukum pidana 
terhadap perseorangan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus 
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Untuk mengetahui, mengkaji, dan 
menganalisa konsep jaminan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap 
korban tindak pidana perdagangan orang. 
     Jenis metode penilitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan 
hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian 
terahadap asas-asas hukum, dalam hal ini khususnya mengenai tindak pidana perdagangan 
orang dengan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.4 Sedangkan metode 
pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Statute Approach (Pendekatan Undang-
undang) dan Conceptual Approach (Pendekatan Kasus). Kemudian teknik penelusuran bahan 
hukum adalah dengan menggunakan teknik library research. 
PEMBAHASAN 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) ke Luar Negeri oleh Perseorangan 
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     Kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terjadi dengan berbagai macam 
modus yang terus berkembang. Selama ini, masyarakat umumnya memahami kejahatan 
perdagangan orang hanya sebatas tindakan eksploitasi seksual terhadap perempuan saja, 
seperti memaksa seorang perempuan untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Padahal 
tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi meliputi eksploitasi seksual saja. Dewasa 
ini perdagangan orang telah terjadi dengan berbagai modus baru,  salah satunya dengan 
jumlah korban yang relatif banyak adalah modus penempatan atau pengiriman Tenaga Kerja 
Indonesia ke luar negeri.  
     Selama ini banyak kasus penempatan tenaga kerja Indonesia dilakukan oleh perseorangan 
sehingga mengakibatkan tenaga kerja Indonesia rentan terhadap tindak pidana perdagangan 
orang karena minimnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tersebut. Mirisnya, hal itu 
terkadang terlepas dari pantauan penegak hukum atau pihak pemerintah. Maka dari itu, untuk 
mencegah pengiriman tenaga kerja Indonesia oleh perseorangan pemerintah melakukan upaya 
yakni pelarangan bagi orang perseorangan untuk melakukan penempatan pekerja migrandi 
luar negeri dengan membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia. 
     Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia menyebutkan bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar 
negeri terdiri atas: 
a. Badan; 
b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau 
c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan 
perusahaan sendiri. 
     Adanya pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan 
pemenuhan hak asasi manusia terhadap calon pekerja migran. Terkait pelarangan bagi 
perseorangan untuk melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia juga diatur secara tegas 
dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia yang berbunyi:  
“Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia”.
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     Dari berbagai kejadian dalam pengiriman buruh migran, kerugian dan penderitaan korban 
disebabkan oleh berbagai modus, diantaranya5: 
1. Perekrutan 
     Pada umumnya perekrutan dilakukan oleh “penghubung/calo”. Penghubung/calo 
mendekati keluarga ataupun orang tua calon korban. Calon korban umumnya perempuan 
berusia dari 11 (sebelas) tahun. Korban/calon korban pada awalnya dibayangkan dan 
digambarkan adanya pekerjaan yang baik dengan upah yang menggiurkan. Ada orang tua 
yang memberi persetujuan kepada anaknya, kemudian orang tua diberikan sejumlah uang 
(yang pada umumnya diperhitungkan oleh Trafficker sebagai hutang calon korban). 
Namun ada pula orang tua yang menolak memberikan izin. Dalam hal demikian, jika 
calon korban berhasil dibujuk, maka trafficker akan membawanya pergi secara diam-
diam. Calon korban yang dibawa dari desa ke kota (dengan atau tanpa izin orang tua) 
tersebut “diculik atau dipaksa” untuk diberangkatkan ke tempat tujuan di Indonesia 
ataupun ke luar negeri. Banyak di antaranya yang tidak diketahui lagi keberadaannya 
dengan kata lain hubungannya sama sekali terputus, ada yang sudah beberapa tahun 
lamanya. Bagi pekerja migran (dalam dan luar negeri) yang meninggalkan tempat 
tinggalnya dengan menandatangani kontrak kerja, ada yang benar, ada yang dimanipulasi, 
ada pula yang berdasarkan penipuan. Tidak kecil jumlah yang terjerumus menjadi korban 
perdagangan orang. 
2. Pemalsuan Dokumen 
     Para korban umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau Paspor) 
yang nama, umur, alamat, dan sebagainya ada dimanipulasi. Di beberapa daerah 
perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper atau tas berisi 
setumpuk KTP, Akta kelahiran, paspor, dan formulir lainnya. Lengkap dengan nama, 
umur dewasa, dan alamat tertentu yang belum terisi hanyalah foto dan tanda tangan yang 
akan diisi (calon) korban. 
3. Penyekapan Sebelum Berangkat 
     Para Trafficker/calo/sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon 
pekerja/buruh migran, mereka yang telah direkrut biasanya disekap di tempat 
penampungan yang sangat tertutup dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk 
berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, kondisi penampungan sangat tidak layak
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seperti kelebihan kapasitas dan kotor. Di tempat penampungan sering korban mengalami 
perlakuan yang tidak manusiawi, seperti diperlakukan layaknya budak. 
4. Pengangkutan dalam Perjalanan 
     Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami intimidasi, ancaman kekerasan, 
penggunan kekerasan baik secara fisik maupun psikis, bahkan sampai pada perkosaan, 
sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial). Kemudian, perjalanan 
yang dilakukan biasanya memalui beberapa rute atau transit di beberapa negara terlebih 
dahulu sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, seperti mengirim tenaga kerja 
Indonesia ke daerah Asia Tenggara sebelum akhirnya dikirim ke beberapa negara di 
Timur Tengah.     
5. Di tempat Kerja 
     Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atau pekerja seks 
komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami 
perlakuan yang mirip perbudakan. Modus operandi di luar negeri umumnya korban 
diberikan visa yang relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur (trafficker), sehingga 
apabila visa sudah kadaluarsa para trafficker lebih leluasa untuk melakukan pemerasan 
kepada korban dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini 
semakin menjerat korban tidak berdaya untuk menuruti kehendak trafficker. Apabila 
korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut 
(kematian). Ancaman lain bagi korban adalah penganiayaan, hukuman cambuk, 
pelecehan seksual, perkosaan, penelantaran, pemerasan dan kekerasan lainnya yang 
semuanya diderita tanpa asuransi.  
6. Perjalanan Pulang 
     Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya 
tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, 
penipuan, pemerasan dan bahkan pelecehan seksual. Tindakan seperti itu biasanya terjadi 
di bandara atau di dalam kapal jika korban pulang menggunakan angkutan laut.  
7. Pemulihan/Rehabilitasi 
     Setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh 
masyarakat dan lingkungannya. Tidak sedikit yang dicemoohkan, bahkan ditolak 
kedatangannya karena merasa malu. 
     Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa modus-modus seperti itu sudah mencakup 
dan memenuhi unsur-unsur daripada tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang
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telah di atur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia sebagai berikut: 
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, 
baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dnan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 
 
     Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang mengatur terkait orang yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) 
ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi, yang berbunyi: 
“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara 
Republik Indonesia dengaan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara 
Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah).” 
     Adapun unsur-unsur yang terkandung antara lain sebagai berikut: 
1) Unsur Setiap Orang 
     Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa setiap orang adalah “orang 
perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Bila 
dihubungkan dengan pelaku perseorangan maka orang perseorangan tersebut bisa saja 
penghubung/calo yang bertugas merekut calon tenaga kerja dan juga bisa saja menjadi 
pelaku utama.  
2) Unsur Proses 
     Unsur proses merupakan pelaksanaan yang terjadi secara alami atau di desain 
sedemikian rupa yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang. 
3) Unsur Cara 
     Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat 
terlaksana dengan baik melipui: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,




penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas orang lain. 
4) Unsur Tujuan/Akibat 
     Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan 
TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 
Ekspoitasi di sini tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual saja melainkan meliputi 
pelacuran, kerja paksa, tindakan berupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, transplantasi organ tubuh, tenaga, dan 
kemampuan. 
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perseorangan yang Melakukan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
ke Luar Negeri 
     Penegakan hukum sejatinya adalah suatu upaya untuk mewujudkan  kepastian hukum, 
nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto proses 
penegakan hukum itu dapat dipengaruhi oleh lima faktor di antaraya yaitu, Pertama, faktor 
hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan 
dengan mentalitas dan integritas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses 
penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang 
merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta 
dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.6 
     Sejauh ini penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang masih jauh 
dari kata efektif, karena kinerja dari penegak hukum yang belum maksimal. Sejauh ini 
penyidik yakni dari kepolisian masih tidak tegas dalam hal penindakan, pemberantasan dan 
pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dibuktikan dengan maraknya 
kasus kejahatan perdagangan orang yang terjadi setiap tahunnya, dan juga sanksi yang 
diberikan terhadap pelaku tidak memberikan efek jera dikarenakan ancaman pidana yang 
diberikan terlalu ringan. 
     Contoh kasus sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 
149/Pid.Sus/2015/PN.Sel, yakni seorang TKI bernama Novia Linda yang dipulangkan karena 
mengalami penyiksaan hingga dibuang di hutan dengan kaki dan tangan diikat serta mata
                                                          
6 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Penerbit Rajawali. 
h. 4-5. 
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ditutup di Malaysia. Keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia tersebut ke Malaysia direkrut dan 
dibiayai oleh Terdakwa bernama Loloita Mandarina alias Ibu Ita bersama-sama dengan 
saudara Heri Royan alias Pak Heri dengan menguruskan medical check up dan paspor atas 
nama Novia Linda serta memberikan uang saku sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) 
Terdakwa mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia atas iming-iming gaji 800 ringgit.  
     Apabila diamati kasus posisi di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di depan 
persidangan, menunjukan terdakwa melakukan pengiriman TKI dengan cara pemalsuan dan 
penipuan karena jelas terdakwa mengetahui bahwa korban tidak dibekali keterampilan, tidak 
memiliki dokumen perjanjian kerja, tidak disuransikan sebagai dasar perlindungan, diiming-
imingi gaji yang cukup besar dan tidak memiliki izin pengiriman tenaga kerja. Sehingga 
mengakibatkan korban  tereksploitasi.  
     Maka dari itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dari tindak 
pidana perdagangan orang. Akan tetapi, pelaku justru dituntut dan divonis dengan Pasal 103 
Ayat (1) huruf f dan g jo Pasal 51 huruf g, h, i dan j jo Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 
2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dengan ancaman pidana 
penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini 
mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang 
belum mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan. 
     Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh perwakilan Internasional Organization 
for Migration (IOM) untuk Indonesia, Nurul Qoriah dalam S. Edi Hardum yang mengatakan 
bahwa pemahaman aparat penegak hukum mengenai undang-undang perdagangan manusia 
yang minim membuat kasus-kasus perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia 
terus muncul.7 Selain itu, peran Penyidik dalam menginvestigasi kasus tindak pidana 
perdagangan orang terkadang tidak serius dan seakan enggan dalam memberikan hukuman 
berat bagi pelaku. 
     Kondisi tersebut menyebabkan oknum perdagangan manusia di Indonesia lebih sering 
mendapat hukuman yang ringan. Padahal menurut Nurul Qoiriah dalam buku yang sama, 
setidaknya ada tiga elemen perdagangan manusia yaitu mobilisasinya, caranya, dan 
eksploitasinya. Tapi malah digugat dengan Undang-Undang TKI atau Undang-Undang 
Kekerasan dalam Rumah Tangga bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak. 
8
                                                          
7 S. Edi Hardum, op.cit., h. 124. 
8 Ibid.,h.124-125. 




     Kemudian mengenai penjatuhan sanksi pidana tidaklah begitu saja dijatuhkan terhadap 
seseorang ketika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 
melawan hukum. Melainkan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, dapat dilakukan 
apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya 
kemampuan bertanggung jawab.9 
     Untuk dapat menegakkan hukum dengan baik maka pemahaman penegak hukum 
mengenai undang-undang tindak pidana perdagangan orang harus benar-benar ditingkatkan. 
Selain itu juga di samping memerhatikan aspek kemanusiaan dalam hal menjatuhkan sanksi 
kepada pelaku, hak-hak korban juga harus diperhatikan dan turut mengupayakan agar korban 
mendapatkan haknya tersebut. 
Konsep Jaminan Pemenuhan Hak Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap 
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
     Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur 
Negara/Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang 
diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam intrumen hukum 
dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.10 
     Perlindungan terhadap korban di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi pemenuhan hak salah satunya 
yaitu hak memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) 
UUPTPPO. Pengertian restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Pembayaran 
ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau 
ahli warisnya.”  
     Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh 
restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau 
penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau 
kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang. Dilihat dari 
kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu memenuhi 
kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan
                                                          
9 Faisol, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
Yurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No. 2, h. 164 
10 Arfan Kaimudin, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia, Yurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol ume 2, Nomor 1. 
h. 47  
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emosional korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti 
kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu 
yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat.11 
     Sejauh ini implementasi dari pemenuhan hak restitusi masih mengalami kendala 
dikarenakan banyak korban perdagangan orang yang masih belum mengetahui adanya hak 
yang mereka miliki berupa hak restitusi atau ganti kerugian berupa materil tersebut. Hal ini 
merupakan salah satu faktor keterbatasan korban yakni tidak memiliki wawasan luas atau 
tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang hak untuk menuntut ganti kerugian 
atau restitusi kepada pelaku di depan persidangan. Begitu juga di dalam persidangan, hakim 
tidak dapat memberikan putusan terkait kewajiban pelaku membayar ganti kerugian yang 
disebabkan karena korban tidak menuntut ganti kerugian tersebut kepada pelaku. Maka dari 
itu, penting untuk mememberitahukan kepada korban dan keluarganya agar dapat mengetahui 
bahwa korban dapat menuntut kerugian dimulai dari proses penyidikan. 
     Selain itu, pengimplementasian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang 
juga tidak akan terlaksana apabila kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut didakwa 
dengan pasal yang lain, akibat kurangnya pemahaman Penyidik mengenai substansi daripada 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. Sebab pengaturan hak-hak bagi korban kejahatan tindak pidana perdagangan termasuk 
hak restitusi sudah menjadi satu kesatuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila 
penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang tidak memiliki kepastian dan 
keadilan maka semua akan berpengaruh secara signifikan pada proses yang lain seperti 
perlindungan korban.  
     Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan perlindungan hukum berupa pemberian hak 
restitusi, maka hal yang paling fundamental adalah memahami bagaimana konsepnya menurut 
peraturan perundang-undangan mulai dari tahap  pengajuan sampai dengan pelaksanaan 
putusan. Sehingga, penting untuk diuraikan bagaimana proses untuk mendapatkan restitusi 
menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, yaitu: 
1. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang 
dialaminya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia setempat oleh penyidik 
bersamaan dengan penenganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik juga wajib
                                                          
11 Iskandar Zulkarnaen, Op.Cit. h. 48 




memberitahukan tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku 
(Pejelasan Pasal 48 ayat (1) UUPTPPO). 
2. Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan 
restitusi, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita 
korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan 
hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya (Pejelasan Pasal 48 ayat 
(1) UUPTPPO). 
3. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus (Pasal 48 
ayat (5) UUPTPPO). 
4. Penitipan restitutsi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan 
perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perdata dalam 
konsinyasi (Pasal 48 ayat (5) UUPTPPO). Artinya mekanisme pengajuan restitusi 
dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan 
tindak pidana yang dilakukan. 
5. Restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya diberikan dan 
dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana 
perdagangan orang (Pasal 48 ayat (3) UUPTPPO). 
6. Pemberian restitusi ini dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama 
(Pasal 48 ayat (4) UUPTPPO). 
7. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya 
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 48 ayat (6) UUPTPPO). 
8. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan 
perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan restitusi tersebut (Pasal 49 ayat (1) 
UUPTPPO). 
9. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti pelaksanaan pemberi restitusi, Ketua 
Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang 
bersangkutan dan salinan tanda bukti. Pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh 
pengadilan kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) UUPTPPO). 
10. Jika pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai 
melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka korban atau ahli warisnya 
memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan (Pasal 50 ayat (1) UUPTPPO). 
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11. Setelah mendapatkan pemberitahuan dari korban atau ahli warisnya, pengadilan wajib 
memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segara 
memenuhi kewajiban memberi restitusi kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 50 ayat 
(2) UUPTPPO). 
12. Jika surat peringatan dari pengadilan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) 
hari pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana 
dan melelang harta tersebut untuk membayar restitusi (Pasal 50 ayat (3) UUPTPPO). 
13. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan 
pengganti paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 50 ayat (4)).12 
KESIMPULAN 
     Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja 
Indonesia diantaranya: perekrutan yang didasari dengan penipuan dan iming-iming 
gaji yang besar, pemalsuan dokumen seperti manipulasi nama, umur, dan alamat, 
penyekapan sebelum pemberangkatan, adanya kekerasan pada calon TKI saat 
pengangkutan dalam perjalanan, eksploitasi di tempat kerja seperti kerja paksa, 
kekerasan, perbuatan yang mirip perbudakan, dan sebagainya, kemudian korban yang 
berhasil meloloskan diri tidak sedikit yang mengalami penipuan, pemerasan dan 
bahkan pelecehan seksual di perjalanan. 
b. Penegakan hukum terhadap perseorangan yang melakukan tindak pidana perdagangan 
orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
sejauh ini tidak ditangani secara serius disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 
pemahaman aparat penegak hukum mengenai undang-undang perdagangan manusia 
yang minim. Kondisi tersebut menyebabkan oknum perdagangan manusia di 
Indonesia lebih sering mendapat hukuman yang ringan sehingga membuat kasus-kasus 
perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia terus muncul. 
c. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak 
memperoleh restitusi dari pelaku. Untuk mewujudkan pemenuhan jaminan hak 
restitusi terhadap korban harus ada upaya dari penegak hukum untuk memberikan 
informasi kepada korban mengenai bagaimana proses agar haknya tersebut bisa 
diperoleh.
                                                          
       12 Paul SinlaEloE, op.cit., h. 125 





     Adapun saran yang akan diuraikan sebagai berikut: 
a. Penyelidik dan Penyidik yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting 
dalam hal penegakan hukum harus mampu bekerja dengan baik dalam hal penindakan, 
pemberantasan dan pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang. 
b. Kepada pemerintah diharapkan agar meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, 
menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat. 
c. Kepada masyarakat hendaknya terus meningkatkan kesadarannya mengenai tindak 
pidana perdagangan orang (human trafficking) dengan berbagai modusnya agar dapat 
bertindak antisipatif apabila ada perbuatan yang diduga dapat mengarah pada tindakan 
kejahatan perdagangan orang tersebut dan ikut berperan aktif dalam menberantas 
tindak pidana perdagangan orang sehingga tujuan daripada pemberantasan tindak 
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